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5.1. KESIMPULAN 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap peraturan 

bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang pencabutan nagari 

persiapan Kototinggi maek di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus di 

Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan). Dari beberapa teori dan 

analisis terhadap permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat dimbil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pencabutan nagari persiapan Kototonggi Maek di Kabupaten Lima Puluh 

Kota terjadi ada beberapa alasan, karena masih ada beberapa syarat yang 

diajukan untuk menjadi nagari persiapan belum lengkap, selain itu ada 

faktor keterbatasan waktu dalam melakukan pengumpulan syarat-syarat 

untuk menjadi nagari. 

2. Dalam tinjauan maslahah, pencabutan nagari persiapan Kototinggi Maek di 

Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi beberapa tantangan dalam 

kemaslahatan dan kemudharatan. Seperti keterlambatan dalam 

pengumpulan syarat-syarat untuk menjadi nagari, tenggang waktu yang 

singkat, berkotribusi pada masalah ini. Oleh karena itu, pemerintah 

memiliki tanggug jawab untuk memastikan kemaslahatan di masyarakat 

dengan baik dan didukung guna menhindari kemudharatan serta 

mengoptimalkannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, 

pada awalnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan 

apabila peneliti ingin mengemukakan saran yang mudah-mudahan 

bermanfaat bagi kemajuan nagari dan masyarakat pada umumnya. Adapun 

saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 
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1. Hendaklah bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya 

pemekaran nagari untuk memberikan kemudahan dan kemajuan di 

kemudian hari. 

2. Hendaklah para peneliti selanjutnya untuk untuk meneliti penyebab 

pemekaran nagari dibatalkan. 

3. Hendaklah bagi pihak nagari untuk mengusahkan untuk menjadikan 

nagari defenitif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat 
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